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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia banyak menimbulkan 

berbagai permasalahan HAM. Negara sebagai pemangku HAM melakukan 

kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan 

mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengendalikan keadaan darurat pandemi 

COVID-19. Rangkaian kebijakan upaya memenuhi hak kesehatan terbukti dari 

ditetapkannya kebijakan pembatasan mobilitas seperti PSBB dalam Permenkes 

9/2020 dan PP 21/2020 hingga PPKM dalam Inmendagri 1/2021. Selain hak 

kesehatan, pemenuhan hak ekonomi dibuktikannya dengan penerbitan Perppu 

1/2020 yang sekarang menjadi UU Penanganan COVID-19 untuk menjaga 

stabilitas perekonomian. Namun, nyatanya krisis kesehatan dan perekonomian yang 

kian memburuk mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni 

digital tracing. 

Kebijakan digital tracing diyakini sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi 

hak kesehatan dan hak ekonomi saat masa pandemi COVID-19. Masyarakat 

diperbolehkan untuk melakukan mobilitas dengan memenuhi persyaratan digital 

tracing. Salah satunya adalah kewajiban masyarakat untuk melakukan vaksinasi 

nasional dalam Perpres 14/2021 dan pemrosesan informasi pribadi dalam rangka 

kebutuhan pelacakan kontak. Cakupan privasi bersinggungan jika dikaitkan dengan 

kebijakan digital tracing yang mengharuskan pengumpulan data pribadi dan 

pelacakan pergerakan masyarakat. Hak privasi merupakan bagian dari HAM 

sebagai hak subjektif setiap individu yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 

1945, dan UU HAM. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menikmati hidup dan 

mempertahankan kerahasiaan informasi pribadinya (private facts atau private life) 

dari gangguan orang lain. Pemerintah cenderung mengutamakan urgensitas digital 

tracing demi kepentingan publik. Tuntutan digital tracing membuat tidak ada 

kerahasiaan rakyat karena pemerintah dapat melacak pergerakan lokasi berdasarkan 

Scan QR pengguna aplikasi PeduliLindungi. 

Pemerintah selaku PSE yang memiliki kewenangan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, menyimpan, menyebarluaskan, membuka akses hingga melakukan 
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pemusnahan data yang merupakan privasi seseorang. Di samping itu, PSE harus 

tetap menghormati hak privasi. Baik pemerintah maupun perundang-undangan di 

Indonesia sudah menghormati prinsip perlindungan privasi yang terkandung dalam 

UU ITE, UU Adminduk, PP PSTE, dan Permenkominfo 20/2016. Salah satu peran 

pemerintah dalam upaya melindungi hak privasi adalah melakukan tindakan 

preventif yakni penerimaan pengaduan masyarakat sebagai mekanisme untuk 

mencegah pelanggaran privasi.  

Penghormatan terhadap prinsip perlindungan hak privasi nyatanya masih 

banyak menimbulkan beberapa konflik pelanggaran privasi. Isu-isu pelanggaran 

privasi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengaturan hak privasi. Sampai saat 

ini, pengaturan tentang hak privasi masih disamakan dengan hak pribadi yang tentu 

ruang lingkupnya lebih luas. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai ruang 

lingkup hak privasi. yakni belum terdapat pengaturan sejauh mana PSE dapat 

mengakses data dan batasan campur tangan PSE terhadap penggunaan data dalam 

sistem elektronik. Penting untuk mengatur hak privasi secara khusus agar PSE 

dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang memanfaatkan kebebasan 

mereka dengan alasan kepentingan publik semata.  
 

B. Saran 

1. Berdasarkan pemaparan mengenai penerapan kebijakan digital tracing di 

Indonesia yang masih melanggar privasi dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah belum mempersiapkannya secara matang. Kewajiban 

penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif dalam kebijakan digital 

tracing perlu diimbangi dengan regulasi yang cukup menjamin pelindungan 

privasi. Pemerintah selaku PSE sebagai pihak yang bertanggung jawab 

harus mengevaluasi aplikasi PeduliLindungi terutama pada bagian 

kebijakan privasi. Sampai saat ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

oleh masyarakat terhadap pelanggaran privasi dapat melakukan pengaduan 

kepada pihak penyelenggara berdasarkan PP PSTE apabila terjadi 

pelanggaran penyalahgunaan data pribadi. 

2. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan privasi mulai dari data pribadi 

pengguna aplikasi hingga data lokasi yang terekam dalam sistem. 
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Selanjutnya, diharapkan pemerintah menerbitkan regulasi terbaru yang 

mengatur intervensi pihak ketiga dalam pemanfaatan sebuah data untuk 

mengurangi resiko terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh 

PSE. Untuk menutup penulisan ini, diharapkan agar pemerintah dapat mulai 

mempertimbangkan RUU PDP yang sebelumnya sudah masuk Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk didiskusikan kembali dan sesegera 

mungkin dilakukan pengesahan. Pembetukan suatu regulasi untuk 

perlindungan privasi sebaiknya dibuat secara detail dan mendalam yang 

bertujuan untuk meminimalisir kasus pelanggaran privasi kedepannya dan 

mengatur tentang proses penyelesaian hukumnya karena sampai saat ini 

belum ada hukum yang menaungi hal tersebut. 
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(COVID-19). 

 

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 
Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID 19).  

 
Article 12, Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang 

Dapat Dijangkau, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi 
Sosial dan Budaya, Sidang ke 22 Tahun 2000. 
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CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to 
Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of 
Honour and Reputation. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 2-3/PUU-V/2007. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 138/PUU-VII|2009. 
 

Konferensi Pers: 
Konferensi Pers Daring Evaluasi dan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta yang diselenggarakan pada Minggu, 
25 Juli 2021 melalui Zoom dan akun YouTube PerekonomianRI. Narasumber 
dalam konferensi pers ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 
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